BUPATI OGAN ILIR

M

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: 02 TAHUN 2010
TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SEBAGAI PEMEGANG KAS

Menimbang .

DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

 bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan llir berdasarkan tugas

dan wewenangnya telah melaksanakan roda pemerintahan
sesual dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Propinsi Sumatera
Selatan;

_ bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ( APBD ) periu menatapkan dan
menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Pemegang
Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan liir;

 pahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank

Indonesia Nomor 11/65/KEP.GBI2009 tanggal 28 Desember
2009 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung;

_ bahwa untuk pelaksanaan tersebut Direktur PT. Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung telah memberitahukan dengan Suratnya Nomor
014/DIRNB2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang
Perubahan Nama Bank dan Surat Kepala Cabang Bank
Pembahgunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung Cabang Indralaya Nomor 27/DLI4/B/2010 tanggal 14
Januarl 2010 tentang Pemberitahuan;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimakud

dalam huruf a,b,c dan d perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ogan llir.



Meangingat :

—

L

. Undang--Undang Momor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Cgan Komering Ul Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
flir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repubiik
donesta Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Megara 4043);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2003
MNomor 47, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Ferbendaharaan  Negara  {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 5, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomeor 4355);

Undang-{indang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Momor 85 Tahun 2001 tentang Faizk
Dmeran {Lembaran MNegara Repubiik Indonesia Tahun 2007
Momaor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasla
Momar 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang
Fatiibtsi Daerah (Lembaran Megara Republik ndonesis
Tzhun 2001 Nomer 119; Tambahan Lembaran MNegara
Fepublik Nomor 4138);

. Peraturan Pemaintah MNomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinijaman Daerah (Lembaran Negers Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 138, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomar 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Ferimbangan (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun
2005 Momor 137, Tambahan Lembaran Megara Repubiik
indoneszia Nomaor 4575):

Peraturan Pemerintah  MNomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Keuangan Oaerah (Lemberan MNegers Hepuplik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 140, Tambshan Lembaran
Megara Republik Indenesia Momor 4573},

10.Peraturan Menteri Dalam Megeri Repubiik Indonesia Nomor 1

Tahun 18975 Juncto  Keputusan  Meptaii Dalam Negen
inemiibitle Infanasia Nomor EEON 8101315128 Tahun 1975

temtang Wedudukan Bank Pembangunan Uaerah Sumatars
Selatan vang mefaksanakan Fungsi Kas Daerah;

1. Paraluran Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Hir Tahun 20028
Momeor 02 Seri D),

13, Peraturan Dasrah Kabupaten Ogan ilir Nomor 03 Tahun 2003
tentang Pembentukan Qrganisasi Dinas Dasrah Kabupaten
Ogan lir (Lembaran Daerah Kabupaten QOgan llir Tahun 2008
Momor Q3 Seri D);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Qgan llir Nomeor 04 Tahun 2005
tentang Pembantukan Organisasi Lembaga Teknis Daesrah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Dasrah Kabupaten QOgan lir
Tahun 2008 Momor 04 Seri O):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENETAFAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SEBAGAI
PEMEG?NG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
QGAN IR,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan ini yano dimaksud dengan |

wabupaten adafah Kabupaten Ogan llir;
FPamearintah Kabupaten adalah Pamerintah Kabupaten Ogan Hir;
Bupati adalah Bupati Ogan liir;

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan Hir;

Bank adalah PT, Bank Pembangunan Dasrah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitlng,

Cabang Bank adalah Cabang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
dan Bangka Belitung di dalam Propinsi Sumatera Selatan;

Cabang adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
dan Bangka Belitung di dalam Kabupaten Ogan Hir,

Kepala Cabang adalah Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Dacrah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung vang diangkat oleh Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.



BaB i
PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWLE
Pasai 2

{1y Menunjuk dan Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatara
Selatan dan Bangks Beliiung Cabang Indralave sebagai FPemegang Kas
Daerah Femerintah Kabupaten Ogan llir;

{(2) Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ogan llir
adalah Sebagai berikut :

a. menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran seluruh rekening dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

b. mencatat secara tertib ke dalam buku kas (B. IX) dan B. IXa) semua jenis
Pendapatan Daerah baik dari Dana Perimbangan maupun Pendapatan
Asii Daerah atau semua yang diterima kemball darl pengeluaran -
pangaluaran yang telah diselesaikan dangan kotak pos;

¢, menyelenggarakan pengeluaran - pengeluaran Daerah berdasarian
Surst Perintsh  Pancairan  Dana {5P2D) vyang diterbitkan  oleh
Bendaharawan Umum Daerah (BUD);

o, meneliti kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) vang
diterbitkan olah Bandaharawan Umum Daerah (BUD),

g, mambuat laporan harian mengenai Posisi Kas kepada Bupati Ogan llir Co
Bagian Keuangan dengan melampirkan  bukfi  penedmaan  dan
pengeluaran yang lain Model B.IX:

(3} Pemegang Kas Daerah bertanggungjawab atas semua uang yang ada daiam
pengurusannya kepada Bupati Ogan llir baik mengenai dalam hal terjadinya
kerugian atau ketekoran kas maupun keselamatan uang millk daerah
tersebut:

BAB i

TUGAS KEWAJIBAN,DAN TANGGUNGJAWAB BANK MENGENAI LALU
LINTAS PEMBAYARAN DAN PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal 3

{1} Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan)
uang — uang daerah, baik yang didapat dengan penukaran, pencairan surat -
surat berharga (Surat Perintah Pencairan Dana, Giro, Cek dan lain
sabagainya) yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Megara dan Bank —
bank Negara maupun yang diterima dengan jalanicara lain misalnya setoran
uang tunai, Pemindahbukuan, Wesel — wesel Pos/Pemerintah dan lain - lain
sebagainya,

(2) Surat Perintah Pancairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dan ditandatangani
alah Kapala Bagian Kauangan seiaku Bendaharawan Umum Dasrah (BUD)
atas nama Bupati Cgan Nir dan atau Pejabat — pejabat yang ditunjuil,

(3} Penunjukan Pejabat - pejabal dalam ayat (2) Pasal Ini ditaksanakan dengan
Keputusan Bupati Ogan {lir dan Bank menerima Petikan/salinannya disertai
dengan " Specimen * tandatangan oleh pejabat — pejabat yang bersangicutan,

(4) Untuk Keperluan Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank, Bagian
Keuangan menerbitkan pula Surat Perintah Pencairan Dana (5P20)
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Momor 13



Tahun 2008, yang dimﬁdatangani oleh pejabat = pejabat yang tersebut dalam
ayat (2) dan {3} pasal ini:

BAB. IV
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Pasal 4

{1) Bank hanya membatasi penyajian mengenai svarat — syarat tentang hak yang
diperoleh semata — mata adalah mengenai kebenaran dan besarnya jumlah
pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka (jadi tidak mencakup
kebenaran affektasinya pada kode reksning dan tahun dinas vang
sasuaiftepat). Penyesualan antars jumish pada Surat Penyedizan Dana
(3PD) dan Surai Perintah Pencairan Dana (5P2D) harus sesuai dengan
Diana yang berada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Sslatan dan
Dangka Belitung Cabang hdralaya dengen batas — batas wewanangnva
tandatangan lunas dari yang berhak menerima uang, surat kuasa dan vang
Derkepentingan kepada yang diber kuasa dengan akie notarizivang telan
dilegalisir yang barwenang menurut hukum untuk menerima vangnya dengan
tidak mengebaikan identitas (tanda pengenal dirl} dan penerims kuass yvang
syah menurut hukum dan sebagainya;

(2} Pehgujian perihal syarat — syarat berkenaan dengan dasar hukum dan
ujush/sasaran pengounaan uang serta pengawasan terbadap ketelitian
pengeluaran menurut Surat Ferintah Pencairan Dana (3F20) berads diluar
wawanang bank;

(3} Surat Perintah Pencairan Dana (8P2D) yang diterbitkan dalam satu tahun
anggaran hanya berlaky sampal dengan berakhirya tahun anggaran veng

bersangkutan;

(4) Permintaan pembavyaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SF20)
yang telah malewati batas waktu tersebut harus ditolak dengan baik;

(5) Dalam hal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditolak cieh Bank
sebagsimans  dimaksud pada ayat (4} pasal ini, maka Bank harus
memberitahukan kepada yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan
Bagian Keuangan Sefda Kabupaten Ogan llir untuk diterbitkan Surat Perintah
Pancairan Dana (5P20) pengganti;

Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dibayar lunas oleh
bank, harus dibububi tanggal dan pembayaran lunas beserls Cep Banw
Dersanglutan;

Daftar - daftar yang merupakan lampiran Surat Ferintah Pencairan Dana
(BP0 asli dijepitkan dengan hefcher atau cara lain pads Surat Parintan
Pancairan Dana (SP20 itu, harus tetap menjadi lamplran Surat Perintah
Pencaitan Dana (SP20; tersebut. Bank karena iy, tidak boleh dilepaskan
atau ditiadakan dan dibilangkan oleh siapapun:

(6}

0p

Pasal 5

L]

(1} Pemegang Kas Daerah tidak holeh melakukan pembayaran jumlah - jumiah
yang teicantum, sebeium ia menerima Suiat Perintah Pencairan Dana
(P20 berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Megeri Repeublik Indonesia
MNomaor 13 Takun 2006;

{2) Apakila terdapat perbedaan antara Surat Perintah Pencalran Dana (5FP2D)
dan lampirannya atau hal — ha! yang mencurigekan dihsruskan kepsda

e Fanx Pilacssals scammess sl biavsbalf se e c de i Cfiimbem e PP



Farintah Pencairan Dana (SP2D), bailk secara lisan maupun secara tertuliz
atas kebanaran atau perbedaan fersebut, dan fidak dibenarkan melakukan
pembayaran sebelum ada penyasuaian/setuju dibayar

BABV
PENYETORAN
Pagsal 6

{1) Surat Tanda SQtDI’EI‘!l{ETS} dibuat dalam rangkap 5 (ima) sepanjang
penvetoran dilakukan langsung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan8angka Belitung Cabang Indralaya vaiiu

4. lembar pertama dan lembar kelima dari Surat Tanda Setor (STS) setelah
diberi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan
kepada penyetol:

b, lembar keliga dikirim ke Bagian Keuangan sebagai Lampiran B.IX;

o, lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (bila perlu);

d. lembar kedua uniuk arsip:

(2} Surat Tanda Setoran (STS) dibuat rangkap 6 (enam) sepanjang seloran

dilakukan pada Kantor Cabang lainnya, vaitu

a. lembar perfama dan kelima setelah dibubuhi tanggal dan tanda tangan

olaiy Cabang Pemenang Kas Daerab dikembalikan kepada panyetor

b. lembar ketiga unfuk lampiran B.IX kepada Bagian Keuangan melalui PT.
Bank Pembangupan Daerah Sumaters Selatan dan Bangks Belitung
Cabang Indralaya:
lembar keempat dikirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cgan llir
{bila diperlukany melaiui PT. Bank Pembangunan Dasrah Sumaiars
Selatan dan Bangka Belitung Cabang indralaya,;

4. iembar keenam ke Rantor Cabang untuk Pengawasan.

©

BABWVI
PENYETORAN KE KAS DAERAH
Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten menerima pula setoran ~ setoran berupa Pajak
Daerah, Ratribusi Daerah dan Pungutan Daerah lainnya vang svah;

{2} Penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan pengeluaran atas beban
Pemerintah Kabupaten harus diselenggarakan secara sentral oleh dan
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banghka
Belitung Cabang indralaya, dengan mempergunakan Buku Kas Daerah;

Cara pembukuan jumlah — jumlah menurut Surat Perintah Pencairan Dana
{(SP2D) dan Buku Kas Model B, IX dan B, i¥Xa haius diseenggarakan
secars bruto.

=,
)
=



BAB. Vil

SURAT - SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PERIHAL PENGURUSAN
UANG - UANG DAERAH

Pasal 8

(1) Sobekan Buku Kas Asli dan lembar ketiga beserta tanda — tanda bukti
penerimaan dan pengeluaran uang yang telah memenuhi syarat — syarat
pelunasan disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan llir dengan dilampirkan tanda - tanda bukti otentik sebagai
berikut :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar aslinya telah ditunaikan
pada Bank;

b. 1 (satu) lembar dari Surat Tanda Setoran (STS) dimaksud pada pasal 9
Peraturan ini;

¢. 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada
pasal 8 Peraturan ini.

(2) Sobekan Buku Kas B.Xa. dan lembar kedua beserta tanda — tanda bukti
penerimaan dan pengeluaran yang telah memenuhl syarat — syarat
pelunasan disampaikan pada Bank Pusat untuk dihimpun pada buku B. IX
yang harus disertai surat — surat bukti penerimaan/pengeluaran sebagai
berikut :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar asli yang telah dinaikkan
pada Cabang Bank tersebut diatas;

b. Lembar ketiga dari,Surat Tanda Setoran (STS) dimaksud pada pasal 8
Peraturan ini, 2 (dua) lembar Surat Penagihan dimana tertera sebutan  *
Surat Penagihan” sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan ini.

(3) Setelah diadakan pameriksaan oleh Baglan Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan llir maka lembar dari Buku B. X tanpa lampiran
dikembalikan pada Bank Pengirim, dibubuhi tanda tangan setuju serta tanda
tangan Pejabat yang ditunjuk;

(4) Surat — surat Pertanggungjawaban perihal pengurusan uang — uang Daerah
Kabupaten Ogan llir oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Salatan
dan Bangka Belitung Cabang Indralaya di Indralaya terdiri dari :

a. lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar asli yang telah
ditunaikan pada Cabang Bank;

b, lembar ketiga dari Surat Tanda Setoran (STS) dimaksud pada pasal 8
Paraturan ini.

(5) Setelah diadakan pemeriksaan dan pembukuan pada Kantor Cabang PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka
lembar ketiga dari Buku B. IXa tanpa lampiran dikembalikan kepada Cabang
yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda setuju dan tanda tangan Pejabat
Pemegang Kas atau mereka yang ditunjuk olehnya;

(6) Surat — surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Kepala
Cabang secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari
terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku Kas B. IX;

(7) Pengiriman surat — surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh
Kepala Cabang secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 {satu)
hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku Kas B. IX;

(8) Kepala Cabang menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar
surat — surat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Cabang Bank
sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 Peraturan ini, dikirim selambat —



(8) Kepala Cabang menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar
surat — surat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Cabang Bank
sebagaimana yang ditentukan pada pasal 9 Peraturan ini, dikirim selambat —
lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari setelah penutupan kepada Bank di
Palembang dan agar segala sesuatunya diatur sedemikian rupa, sehingga
tidak menghambat kelancaran pengiriman surat — surat pertanggungjawaban
kepada Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini.

BARB VI
PEMERIKSAAN SURAT — SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

(1) Hasil pemeriksaan surat — surat pertanggungjawaban oleh Bupali atau
Pejabat yang ditunjuk olehnya berupa pendapat — pendapat atau petunjuk —
petunjuk, peringatan dan sebagainya dibuat dalam Satu Nota Pendapat
Pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemimpin Cabang ( Pemegang Kas
Daerah Kabupaten Ogan llir };

(2) Nota Pendapat Pemeriksaan ini harus dijawab dan ditandatangani menurut
semestinya dalam waktu 7 {tujuh) hari terhitung dari saat dikirimnya Nota itu;

(3) Apabila jawaban atau Mota Pendapat tentang Pemeriksaan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) tidak diberikan tepat pada wakiunya atau apabila
jawaban dimaksud ini masih belum memenuhi syarat - syarat yang
ditentukan maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
pasal 9 Peraturan ini.

BAB IX
PENGGUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

(1) Kesalahan - kesalahan, kekeliruan dan selisihnya yang timbul dari hasil
pemeriksaan tersebut dalam pasal 9 Peraturan ini, merupakan
tanggungjawab Pemimpin yang bersangkutan;

(2) Akibat — akibat dari pada pengurusan yang tidak baik, walaupun hal = hal
yang timbul sebagai akibat tidak adanya/kurangnya kelancaran lalu lintas
pembayaran daerah karena kesalahan, kelalaian, kealfaan Pemimpin Cabang
dapat menjadi alasan Bupati untuk memberikan peringatan atau dimana perlu
menuntut ganti rugl kepada Pemimpin Cabang atau dituntut sesuai dengan
Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.

BAB X
SALDO UANG - UANG DAERAH
Pasal 11

(1) Apabila satu saat saldo uang daerah menunjukkan jumiah serendah -
rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), maka
Pemimpin Cabang harus segera memberitahukan kepada Bupati untuk
mengusulkan dilakukannya penambahan Dana Kas Daerah;

(2) Dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Bank dapat menangguhkan
pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang —



uang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta
Rupiah);

i
(3) Dalam hal = hal ini yang menyangkut kepentingan daerah, menurut
pertimbangan Bupati, Bank harus melanjutkan pembayaran — pembayaran
segera setelah mendapat perintah dari Bupati;

(4) Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka Bank
harus tetap menjaga saldo uang — uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Hal = hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Pejabat Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan ini merupakan ketentuan — ketentuan bagi PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

Ogan lir.
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan llir Nomor 03
Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2010 dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
p&dﬂ Hngg&l, 11 _ﬂﬂr‘-mf"- 2D1G
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vang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta
Rupiah);

(3) Dalam hal = hal ini yang menyangkut kepentingan daerah, menurut
perimbangan Bupati, Bank harus melanjutkan pembayaran — pembayaran
segera setelah mendapat perintah dari Bupati;

{4) Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka Bank
harus tetap menjaga saldo uang — uang daerah fidak menjadi saldo kurang.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Hal = hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Pejabat Bupati depanjang mengenai palaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan ini merupakan ketentuan — ketentuan bagi PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

Ogan llir.
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan llir Nomor 03
Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2010 dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, AT 2010

BUPATI OGAN ILIR,
dto

MAWARDI YAHYA
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal.\ 2 _sonuan 10
{ SEKRET

M. DAUD HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR



